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Abstract 

The low accessibility of handling and services for persons with disabilities in Pekanbaru City, Riau 

Province, will certainly be an obstacle to the fulfillment and protection of rights for persons with disabilities. These 

barriers will have an impact on the development and rights of life for these marginalized people. Therefore, it is 

necessary to conduct an assessment to map the general situation and optimize the fulfillment of the rights of 

persons with disabilities. In this case, the researcher appointed Pekanbaru City as the focus of research. The 

stages of the research method are literature study, interviews, field observations, focus group discussions and data 

analysis. The results of this study will be used as a basis for developing policies that are inclusive of persons with 

disabilities so that they have equal opportunities before the State to enjoy social, economic, political, civil and 

cultural rights. The purpose of the study was to analyze the perception of the disabled community towards 

disability policies and facilities in the city of Pekanbaru and to analyze the preferences of the disabled community 

towards policies and facilities. The results show that the highest need for Infrastructure is 93%. In the Health 

sector, Hospital Needs with a percentage of 95.4%, Business Capital Requirements really help the economy of 

families with disabilities, namely the largest response of 94.70%, the Education Sector for special knowledge 

needs for disabilities the largest 84.3%, and the religious field needs lecturers and preachers disability-friendly 

78.9%. 
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Abstrak 

Rendahnya aksesibilitas penanganan dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru 

Provinsi Riau, tentu akan menjadi hambatan bagi pemenuhan dan perlindungan hak bagi kaum disabilitas. 

Hambatan ini akan berdampak pada perkembangan dan hak hidup bagi kaum termarginalkan ini.  Oleh karena 

itu perlu dilakukan pengkajian untuk memetakan situasi umum serta optimalisasi pemenuhan hak para 

penyandang disabilitas yang dalam hal ini, peneliti mengangkat Kota Pekanbaru sebagai fokus penelitian. 

Tahapan metode penelitian adalah studi pustaka, wawancara, observasi lapangan, focus group disscussion dan 

analisis data.  Adapaun hasil dari kajian ini akan digunakan sebagai landasan pengembangan kebijakan yang 

bersifat inklusif bagi penyandang disabilitas sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama di depan 

Negara untuk menikmati hak-hak sosial, ekonomi, politik, sipil dan budaya. Tujuan penelitian untuk menganalisis 

persepsi masyarakat disabilitas terhadap kebijakan dan fasilitas disabilitas di kota Pekanbaru dan untuk 

menganalisis preferensi masyarakat disabilitas terhadap kebijakan dan fasilitas. Hasil menunjukan kebutuhan 

tertinggi bidang Infrasturktur sebesar 93%. Pada bidang Kesehatan dalam Kebutuhan Rumah sakit dengan 

persentase 95,4%, Kebutuhan Permodalan usaha sangat membantu ekonomi keluarga disabilitas yaitu respons 

terbesar 94,70%, Bidang Pendidikan untuk kebutuhan pengetahuan khusus disabilitas terbesar 84,3%, dan bidang 

keagamaan kebutuhan penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas sebesar 78,9%. 
 

Kata kunci: Persepsi dan Preferensi,Persepsi,Disabilitas 

 

1. PENDAHULUAN  

Penelitian ini membahas mengenai kondisi dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok 

marginal di Indonesia, yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. 

Menurut WHO, secara harfiah, disabilitas berarti adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan 

suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh 

kondisi kehilangan atau ketidakmampuan, baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur 

atau fungsi anatomis. Dalam Konvensi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 

A/61/106 telah menyatakan bahwa “disabilitas” adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil 
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dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau 

mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka 

berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya.  

 Selama dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami kemajuan yang stabil dalam 

meningkatkan pendapatan per kapita dan kemajuan besar dalam penghapusan kemiskinan. 

Namun, negara ini menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata. Tingkat 

kemiskinan masih terbilang sangat tinggi dan ketimpangan sosial masih juga sangat tinggi, 

terutama bagi masyarakat yang termarjinalisasi dan rentan, termasuk dalam kategori ini adalah 

para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan 

menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan dasar penunjang kehidupan 

lainnya.  

Menurut data Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas Kementerian 

Sosial Indonesia tahun 2021 jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia adalah 

sebanyak 211.926 orang, sebesar 3.873 penyandang tersebar di Provinsi Riau. Namun data 

sebaran penyandang disabilitas di 12 kab/kota yang ada di Provinsi Riau belum diketahui 

kejelasannya secara terperinci. Berikut peneliti sajikan di dalam tabel 1 terkait sebaran data 

penyandang disabilitas di beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Riau tahun 2020 yang 

bersumber dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. 

Tabel 1. Sebaran data penyandang disabilitas dibeberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Riau 

tahun 2020 

 

Pada table diatas terdapat perbedaan pengelompokan jenis disabilitas diantara ke 5 

kab/kota tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengumpulan data rinci dan penyamaan 

persepsi dalam pengelompokan data jenis disabilitas di Provinsi Riau khususnya telah menjadi 

problematika tersendiri. 

Data jumlah penyandang disabilitas ini diperkirakan belum menggambarkan keadaan 

yang sebenarnya. Menurut WHO, jumlah penyandang disabilitas tiap negara rata-rata mencapai 

10 persen dari jumlah penduduk.  Jumlah ini diperkirakan jauh lebih besar jika berdasarkan 

pada asumsi WHO tersebut, didukung dengan kondisi rakyat Indonesia yang masih terbelit 

kemiskinan, sementara pelayanan kesehatan dan kesejahteraan lain dari pemerintah masih 

memprihatinkan dan belum merata. 

Secara formal, Indonesia sudah memiliki sangat banyak peraturan perundang-undangan 

terkait penyandang disabilitas, seperti UUD tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I ayat 1, 

ayat 2, ayat 4, ayat 6 dan Pasal 28 J. UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang 

disabilitas, Perda Daerah Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan 
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disabilitas dan Pergub Riau Nomor 106 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda 

Nomor 18 Tahun 2013.   

Dalam Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 yang 

berbunyi: “Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara dan mewujudkan hak 

dan kesempatan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi, terdapat Hak- hak penyadang 

disabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah yaitu: Hak untuk hidup, Hak keadilan dan 

perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak 

kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak kesejahteraan social, hak aksessibilitas dan hak 

pelayanan publik.” Tuntutan pemenuhan hak itu juga merupakan mandat dari beberapa 

instrumen hukum yang telah berlaku di Indonesia seperti UU No. 25 tahun 2009 tentang 

Layanan Publik. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa penyedia layanan publik harus 

bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayakan. Pasal 29 

menegaskan bahwa penyedia pelayanan publik harus memberikan pelayanan khusus bagi 

penyandang disabilitas. Demikian juga contoh lainnya adalah pada UU No. 28 tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini menegaskan bahwa fasilitas publik harus dapat 

diakses oleh para penyandang disabilitas, seperti pintu masuk dan keluar, ruang penghubung 

horizontal, hubungan vertikal dalam gedung, transportasi vertikal, serta akses informasi. 

Dengan adanya payung hukum tersebut, ternyata masih belum bisa menjamin 

terpenuhinya hak-hak para penyandang disabilitas yang ada, khususnya di Kota Pekanbaru 

Provinsi Riau.  Hal ini dapat terlihat bahwa belum terpenuhinya beberapa hak para penyandang 

disabilitas di Pekanbaru khususnya di bidang aksesibilitas dan hak pelayanan publik, seperti 

tempat peribadatan, sekolah, pasar, bank, objek wisata dan pemakaman umum yang belum 

menyediakan akses tuna netra dan tuna daksa.  

Kurangnya aksesisibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru juga sangat 

terlihat pada masih banyak ditemuinya hambatan procedural serta arsitektural pada bus dan 

halte Trans Metro Pekanbaru.  Terminal dan halte belum didesain akses bel atau dilengkapi 

dengan fasilitas aksesibilitas, seperti tidak tersedianya tangga landai yang menyulitkan bagi 

pengguna kursi roda, loket yang tinggi, emplasemen yang tidak sejajar dengan lantai bus, 

perbedaan lantai tanpa ram.  Selain itu belum adanya daftar trayek yang dilengkapai huruf 

braille juga menyulitkan penyandang tuna netra untuk bisa menikmati transportasi umum ini.  

Minimnya jalur khusus untuk pengguna kursi roda juga merupakan salah satu hambatan yang 

membuat para penyandang disabilitas khusunya tuna grahita menjadi kesulitan untuk 

menjangkau tempat-tempat umum seperti rumah sakit dan pusat perbelanjaan. 

Rendahnya aksesibilitas penanganan dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, 

tentu akan menjadi hambatan bagi pemenuhan dan perlindungan hak bagi kaum disabilitas. 

Hambatan ini akan berdampak pada perkembangan dan hak hidup bagi kaum termarginalkan 

ini.  Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian untuk memetakan situasi umum serta 

optimalisasi pemenuhan hak para penyandang disabilitas yang dalam hal ini, peneliti 

mengangkat Kota Pekanbaru sebagai lokus penelitian. Hasil dari kajian ini akan digunakan 

sebagai landasan pengembangan kebijakan yang bersifat inklusif bagi penyandang disabilitas 

sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama di depan Negara untuk menikmati hak-

hak sosial, ekonomi, politik, sipil dan budaya 

Penelitian tentang penyandang disabilitas telah banyak dibahas. Marvandito (2018) 

mengkaji layanan transportasi umum yang mudah diakses penyandang disabilitas dari 

perspektif hak asasi manusia. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji isi UU No. 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 105-108 UU tersebut memuat pelayanan publik yang 

mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini berfokus pada bentuk pelayanan 

transportasi umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Tidak semua moda 
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transportasi cocok untuk penyandang tunarungu dan tunanetra. Pelayanan publik masih belum 

merata, terutama bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau kruk. 

Pelayanan angkutan umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas merupakan 

rangkaian intervensi dalam rangka pemenuhan kebutuhan medis sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan angkutan umum. Sedangkan formulir pelayanan angkutan umum meliputi informasi 

dan petunjuk memperoleh pelayanan, informasi ketersediaan tempat, dan informasi 

ketersediaan pegawai. Jenis dan bentuk pelayanan publik khususnya di bidang transportasi yang 

mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas yaitu jenis angkutan darat, jenis angkutan udara 

dan jenis angkutan kereta api. 

Hastuti et. Al. (2018), mengeksplorasi upaya untuk mencapai pembangunan inklusif 

bagi penyandang disabilitas. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 

tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) tahun 2011 dan mengesahkan Undang-Undang 

(UU) No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun, hingga saat ini, kelompok 

penyandang disabilitas masih terpinggirkan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

nasional. Hasil survei menunjukkan bahwa setelah tiga tahun, Indonesia gagal melaksanakan 

pembangunan yang mengikutsertakan penyandang disabilitas. Dengan menggunakan model 

ekologi sosial, hambatan ditemukan di berbagai tingkatan, dari individu hingga masyarakat, 

termasuk lembaga formal dan informal. Upaya percepatan pelaksanaan pembangunan inklusif 

bagi penyandang disabilitas di Indonesia harus dimulai dengan penyusunan masterplan 

pembangunan inklusif yang dilanjutkan dengan upaya besar-besaran untuk mengakhiri stigma 

terhadap penyandang disabilitas dan pembentukan Komisi Nasional Rakyat. dengan 

kemampuan terbatas. Penyandang Disabilitas (KND) yang akan bertindak sebagai pengamat. 

pada masalah disabilitas. 

Tamba Jeffrey (2016) mempelajari aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang 

disabilitas di Universiti Brawijaya. Universiti Brawijaya sebagai institusi pendidikan tinggi 

inklusif mendorong banyak perubahan infrastruktur aksesibilitas yang sesuai bagi penyandang 

disabilitas, khususnya penyandang disabilitas (ambulans dan fasilitas aksesibilitas di Universiti 

Brawijaya bagi penyandang disabilitas. Fokus pada fasilitas pejalan kaki, pintu, elevator, ramp 

dan toilet di Universiti Brawijaya adalah beberapa titik di gedung fakultas dan administrasi. 

Selain itu, Mutia Rahmi et. Al. (2018) dalam studi mereka tentang penggunaan asuransi 

kesehatan khusus untuk penyandang cacat. Kedudukan penyandang disabilitas sebagai 

kelompok rentan menghadapi banyak pelanggaran hak, salah satunya adalah hak untuk 

mengakses layanan kesehatan dan sosial. Karena aktivitas sehari-hari mereka terbatas karena 

disabilitas, termasuk mendapatkan pekerjaan, pendapatan yang mereka terima untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari juga terbatas. Oleh karena itu, mereka membutuhkan jaminan kesehatan 

dari negara untuk menutupi biaya pengobatan dan pengobatan yang mereka butuhkan. 

Hidayatullah (2018) mengeksplorasi harapan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas terus 

mengalami diskriminasi. Hal ini terlihat antara lain dalam memperoleh hak atas pendidikan, 

terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pekerjaan, akses terhadap mobilitas fisik dan 

sosial, rekreasi, serta kesetaraan dalam hukum dan politik. Rekomendasi kepada Kementerian 

Sosial, Dinas Sosial dan instansi terkait tentang perlunya perlindungan sosial keluarga dalam 

rangka mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas dengan meningkatkan atau memperkuat 

peran orang tua dalam membuka ruang harapan dan kesejahteraan dalam pengasuhan , 

rehabilitasi, kebutuhan, potensi dan kebutuhan, serta keluarga penyandang disabilitas.  

Tujuan penelitian untuk menganalisis persepsi masyarakat disabilitas terhadap 

kebijakan dan fasilitas disabilitas di kota Pekanbaru dan untuk menganalisis preferensi 

masyarakat disabilitas terhadap kebijakan dan fasilitas  
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2. METODE  

Penelitian ini mengenai analisis persepsi dan preferensi masyarakat disabilitas terhadap 

kebijakan dan fasilitas disabilitas. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuisioner 

yang telah disiapkan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan mengumpulkan data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penellitian. 

Data sekunder adalah data penunjang yang digunakan dalam penelitian. Metode pengumpulan 

data yaitu studi pustaka, wawancara dan observasi lapangan. Data dianalisis menggunakan 

pendekatan analisis kuantitatif dan deskripsi kualitatif. Analisis data secara kuantitatif persepsi 

masyarakat disabilitas terhadap kebijakan dan fasilitas pada masyarakat disabilitas dilakukan 

dengan cara menghitung rataan jawaban responden pada skala Likert. Tingkat persepsi dari 

setiap unsur lalu dideskripsikan sesuai dengan fakta di lapangan maupun wawancara kepada 

responden.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Responden yang terdiri dari penyandang disabilitas rungu, daksa, netra dan wicara 

tersebar di 13 kecamatan dengan rincian yaitu penyandang disabilitas runggu tersebar di 9 

kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di kota pekanbaru (kecamatan Bukit raya, Tenayan 

Raya, Rumbai Timur, Payung sekaki, Sukajadi, Senapelan, Sail, Pekanbaru kota dan tuah 

madani). 

3.1 Jenis Disabilitas Berdasarkan Kecamatan 

Responden Penyandang disabilitas terbanyak berada dikecamatan tenayan raya dengan 

jumlah 13 orang (7 orang tuna rungu, 4 orang tuna daksa, 1 orang tuna netra dan 1 orang tuna 

wicara). Penulis berkesimpulan bahwa sebaran responden yaitu penyandang disabilitas yang 

ada di kota pekanbaru melebihi dari 80% kecamatan yang ada dikota pekanbaru dapat mewakili 

penyandang disabilitas rungu, daksa, netra dan wicara yang ada di kota Pekanbaru. 

3.2 Jenis Disabilitas berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden dari kalangan penyandang disabilitas daksa adalah yang paling banyak, 

terdiri dari 14 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Sedangkan responden penyandang 

disabilitas yang paling sedikit yaitu wicara, yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang 

perempuan, namun secara umum sebaran penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin 

hampir berimbang meskipun lebih banyak jenis kelamin laki-laki daripada perempuan. 

3.3 Jenis Disabilitas berdasarkan Umur 

Responden yang paling banyak adalah umur 31-40 tahun yaitu dengan jenis disabilitas 

daksa dengan jumlah 9 orang dan masih termasuk kategori umur produktif. Namun secara 

umum, keterwakilan dari semua jenis umur telah ada kecuali untuk penyandang disabilitas 

rungu, daksa dan netra yang diatas 51 tahun. 

3.4 Jenis Disabilitas berdasarkan Pekerjaan 

Responden memiliki kesempatan untuk peluang bekerja paling banyak diperoleh oleh 

penyandang disabilitas rungu dan daksa, namun responden umumnya bekerja lain-lain lebih 

banyak dan diikuti oleh ibu rumah tanggal dan sebagai ASN/Honorer. 

3.5 Jenis Disabilitas berdasarkan Pendidikan 

Jenjang pendidikan responden yang paling banyak adalah tamatan SLTA yaitu 

berjumlah 23 orang dengan pendidikan paling tinggi di jenjang S2 sebanyak 2 orang disusul S1 
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sebanyak 3 Orang, namunsecara umum penyandang disabilitas berpendidikan SLTA dan masih 

banyak yang berpendidikan SD dan SLTP. 

3.6 Analisis Data Secara Umum 

3.6.1 Infrastruktur 

Responden sebagian besar merasa bahwa infraksturuktur di kota pekanbaru sudah 

sesuai dengan kebutahan terutama bagi penyandang disabilias rungu, daksa dan wicara, 

sedangkan penyandang disabilitas netra merasa bahwa infrastruktur dikota pekanbaru belum 

sesuai dengan kebutuhan mereka. 

1. Ketersediaan Fasilitas angkutan umum bagi penyandang disabilitas 

Dinyatakan bahwa 100% responden dari semua jenis disabilitas baik rungu, daksa, netra dan 

wicara sepakat bahwa penyandang disabilitas memerlukan angkutan umum yang ramah 

terhadap penyandang disabilitas.  

2. Fasilitas Pelayananan Publik ramah disabilitas  

Terdapat 81,67 % responden sangat berharap / memerlukan adanya fasilitas pelayanan publik 

yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan 10% nya merasa belum membutuhkan 

fasilitas pelayanan publik untuk dirinya. Hal ini boleh jadi karena adanya bantuan dari orang-

orang sekitar dalam akses tersebut. Berdasarkan pengamatan, terdapat keterbatasan fasilitas 

untuk penyandang disabilitas pada angkutan umum. Sebagian kecil mereka mulai beralih 

menggunakan kendaraan pribadi. Pelayanan yang buruk dan diskriminatif juga menjadi faktor 

penting bagi penyandang disabilitas.  

3. Kebutuhan Sekolah dan Kampus yang ramah disabilitas  

Menunjukkan bahwa hampir semua jenis penyandang disabilitas masih membutuhkan sekolah 

dan kampus yang ramah terhadap penyandang disabilitas meskipun masih ada 7,7 % yang 

berasal dari penyandang disabilitas netra dan 16,7 % dari jenis penyandang disabilitas wicara 

yang sudah mendapatkan sekolah ataupun kampus yang ramah terhadap disabilitas.  

4. Ketersediaan fasum untuk penyandang disabilitas 

Harapan responden, penyandang disabilitas diberikan layanan khusus penyandang disabilitas 

terutama pada jalan, taman bermain dan sebagainya, hal ini terlihat dari tingginya responden 

memilih setuju dan sangat setuju untuk itu. 

5. Ketersediaan Fasilitas Olahraga 

Hanya 45% responden membutuhkan fasilitas olahraga dan tempat bermain dikota pekanbaru 

khusus untuk disabilitas. Untuk selebihnya masih merasa ragu-ragu, tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya olahraga belum di pahami 

oleh disabilitas, padahal olahraga untuk penyandang disabilitas dapat memberikan peningkatan 

kesejahteraan fisik dan mental, serta peningkatan kemandirian, tujuan, dan interaksi sosial. 

6. Keterlibatan Disabilitas dalam perencanaan pembangunan  

Mengenai pembangunan infrastruktur menunjukkan 63,33% responden ingin penyandang 

disabilitas dilibatkan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di kota pekanbaru. Namun 

dalam pelaksanaannya hanya penyandang disabilitas daksa dan netra yang telah mulai 

dilibatkan dengan persentase keterlibata penyandang disabilitas daksa sebanyak 27,3 % dan 

penyandang disabilitas netra 15,4 %,  

3.6.2 Kesehatan 

1. Prioritas pelayanan vaksinasi terhadap disabilitas  
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Sebesar 73,33% responden sudah mendapatkan pelayanan prioritas vaksinansi COVID 19  bagi 

penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil kuesioner sebagian lainnya berharap juga 

mendapatkan pelayanan terbaik untuk vaksinasi COVID 19. 

2. Rumah sakit khusus disabilitas  

Saat ini rumah sakit khusus bagi penyandang disabilitas di kota pekanbaru sangat diperlukan. 

Hal ini terlihat dari harapan seluruh responden. meskipun diketahui bahwa beberapa rumah 

sakit telah memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas namun belum secara khusus bagi 

penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. 

3. Perawat bersertifikat dan terapis khusus disabilitas 

Begitu juga dengan perawat di rumah sakit, seluruh responden berharap adanya perawat 

bersertifikat dan terapis khusus disabilitas yang sangat membantu dalam layanan kesehatan bagi 

penyandang disabilitas.  

4. Ruang Pelayanan Khusus Disabilitas di Rumah Sakit Pemerintah 

Selain perawat, pelayanan rumah sakit khususnya milik pemerintah, seharusnya terdapat ruang 

pelayanan khusus disabilitas. Hal ini terlihat dari tingginya pilihan setuju dan sangat setuju dari 

responden terhadap ruang khusus disabilitas di rumah sakit pemerintah. 

5.  Kartu khusus disabilitas dan pendataan akurat data kesehatan 

Begitu juga dengan kartu khusus disabilitas dan pendataan akurat data kesehatan bagi 

penyandang disabilitas, seluruh responden sangat berharap karena sangat dibutuhkan 

penyandang disabilitas. 

3.6.3 Ekonomi 

1. Bantuan Sosial selama pandemic COVID 19 

Sebanyak 66,67% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan bahwa belum 

mendapatkan bantuan sosial selama pandemi COVID 19, dan hanya sekitar 16, 7 % yang telah 

mendapatkan bantuan tersebut.  

2. Permodalan usaha 

Terdapat 83,3% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dengan adanya 

Permodalan usaha karena sangat membantu ekonomi keluarga disabilitas saat ini.  

3. Pelatihan perencanaan bisnis dari pemerintah dan swasta 

Sebanyak 66,7% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa belum pernah 

ada pelatihan perencanaan bisnis dari pemerintah dan swasta.  

4. Usaha Online 

Terdapat 88,3% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa sangat 

diperlukan usaha online mendorong peningkatan pendapatan keluarga saat ini. Sedangkan jenis 

disabilitas daksa sangat membutuhkan Usaha online yang mendorong peningkatan pendapatan 

keluarga dibandingkan dengan jenis disabilitas rungu netra dan wicara.  

5. Pemodalan Usaha dari Pemerintah 

Terdapat 83,3% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa Pemerintah 

sebaiknya memberikan permodalan usaha. Penyandang disabilitas daksa dan netra sangat 

berharap mendapatkan permodalan usaha dari pemerintah, begitu juga rungu dan wicara. Hanya 

saja beberapa dari mereka telah mendapatkan bantuan permodalan usaha dari pemerintah.  

6. Keringanan dengan tidak meminta agunan ketika kaum disabilitas dari pihak Bank 
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Sebanyak 33,3% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa diharapkan 

pihak perbankan memberikan keringanan dengan tidak meminta agunan ketika kaum disabilitas 

meminjam dana di bank. Namun sekitar 66,7 % menyatakan tidak setuju. Penyandang 

disabilitas daksa dan netra kurang setuju mendapatkan keringanan dengan tidak meminta 

agunan ketika kaum disabilitas meminjam dana di bank.  

7. Tenaga profesional keuangan yang melakukan pendampingan usaha 

Terdapat 88,3 % responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa tenaga 

profesional keuangan yang melakukan pendampingan usaha. sehingga tidak terjadi gagal 

penggembalian modal.  

3.6.4 Pendidikan 

1. Pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas 

Dalam bidang Pendidikan terdapat poin penting peninjauan yaitu pengetahuan Setiap keluarga 

akan perlunya pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang 

disabilitas.  Sebanyak 66,6% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa 

setiap keluarga perlu pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya 

yang disabilitas. Penyandang disabilitas daksa dan netra sangat berharap pengetahuan khusus 

tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas. Pengetahuan ini meliputi 

bagaimana merawat, melatih kemandirian, dan sebagainya.  

2. Adanya sertifikasi setiap guru tentang pengetahuan disabilitas dalam sistem pengajarannya 

di sekolah umum 

Terdapat 100% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju 

dengan adanya sertifikasi setiap guru tentang pengetahuan disabilitas dalam sistem 

pengajarannya di sekolah umum. 

3. Adanya Regulasi Khusus dalam Perlindungan Kaum Disabilitas 

Sebanyak 100% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju 

dengan adanya regulasi khusus dalam perlindungan kaum disabilitas untuk menghindari 

diskriminasi, di setiap sekolah dan kampus.  

4. Penyediaan Fasilitas pengajaran sekolah dan kampus seharusnya menyediakan sistem 

pengajaran khusus untuk setiap jenis disabilitas 

Sebesar 100% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju 

dengan adanya Penyediaan Fasilitas pengajaran sekolah dan kampus seharusnya menyediakan 

sistem pengajaran khusus untuk setiap jenis disabilitas.  

5. Kesetaraan kaum disabilitas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa suatu daerah 

dan negara telah memiliki peradaban dan kepedulian sosial yang tinggi 

Sebanyak 100% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju 

dengan adanya Kesetaraan kaum disabilitas. Hal ini merupakan indikator yang menunjukkan 

bahwa suatu daerah dan negara telah memiliki peradaban dan kepedulian sosial yang tinggi. 

3.6.5 Agama 

1. Kegiatan keagamaan diperkuat oleh penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas  

Dalam bidang Agama yang dikaji adalah respons terhadap adanya kegiatan keagamaan yang 

diperkuat oleh penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas.  Sebanyak 50 % responden 

dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa disabilitas membutuhkan kegiatan 

keagamaan yang diperkuat oleh penceramah dan pendakwah. Kegiatan agama ini dapat berupa 
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ceramah dan diskusi serta pesantren khusus pada waktu waktu tertentu untuk disabilitas. Dapat 

diadakan di rumah ibadah sekitar tempat tinggalnya dan di tempat tinggal masing masing 

penyandang disabilitas. 

2. Identifikasi bagi disabilitas apakah sudah mendapatkan pengasuh agama khusus dalam 

memberikan kajian tata ibadah yang benar sesuai ajaran agama dan negara 

Sebesar 61,8 % responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju 

dengan identifikasi bagi disabilitas apakah sudah mendapatkan pengasuh agama khusus dalam 

memberikan kajian tata ibadah yang benar sesuai ajaran agama dan negara.  

3. Kepercayaan bahwa negara telah memberikan pelayanan terbaik bagi disabilitas 

Sebanyak 14 % responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju 

dengan percaya bahwa negara telah memberikan pelayanan terbaik bagi disabilitas. 

4. Negara perlu membuat kebijakan khusus untuk disabilitas 

Terdapat 100 % responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju 

bahwa negara perlu membuat kebijakan khusus untuk disabilitas.  

5. Pembekalan terkait ideologi negara diperlukan oleh kaum disabilitas 

Sebanyak 95.3 % responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju 

bahwa Pembekalan terkait ideologi negara diperlukan oleh kaum disabilitas.  

Sekitar 1.6 % jenis disabilitas rungu masih ragu untuk mendapatkan pembekalan terkait 

ideologi negara, sedangkan 98.4 % jenis disabiltas daksa, netra, dan wicara mengatakan perlu 

mendapatkan pembekalan terkait ideologi negara 

3.7 Analisis Data Berdasarkan Penyandang Disabilitas 

3.7.1 Tuna Rungu 

Dari 7 deskripsi infrastruktur tingkat kebutuhan paling besar adalah urutan pertama 

yaitu fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas sebesar total 89,5%. Dan kebutuhan 

kedua tertinggi adalah fasilitas angkutan umum ramah disabilitas sebesar total 84,2%. 

Kebutuhan ketiga yaitu jalan, taman bermain khusus disabilitas sebesar 78,9%. Pada bidang 

Kesehatan hasil analisis persepsi menyatakan 79 % responden merasa bahwa dalam pelayanan 

vaksinasi COVID19 saat ini telah diprioritaskan bagi penyandang disabilitas rungu. Respons 

terhadap Kebutuhan dengan total 73,7 % menyatakan membutuhkan rumah sakit khusus 

disabilitas di Kota Pekanbaru. Peringkat ketiga penyandang disabilitas menyatakan 

membutuhkan kartu khusus disabilitas dan pendataan akurat data kesehatan disabilitas sebesar 

total 73,7 %. Kemudian di bidang Ekonomi kebutuhan terbesar adalah Permodalan usaha sangat 

membantu ekonomi keluarga disabilitas yaitu respons terbesar 94,70%. Peringkat kedua yaitu 

kebutuhan akan peran pemerintah terhadap permodalan usaha sebesar total 84,2%. Peringkat 

ketiga sebesar 78,9 % adalah kebutuhan akan pelatihan perencanaan bisnis dari pemerintah dan 

swasta dalam menjalankan usaha. Pada bidang Pendidikan, hasil analisis persepsi menunjukkan 

sebesar 84,3 % membutuhkan pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota 

keluarganya yang disabilitas. Selanjutnya pada bidang keagamaan hasil analisis persepsi 

menunjukkan sebesar 78,9% menyatakan perlunya kegiatan yang diperkuat oleh penceramah 

dan pendakwah yang ramah disabilitas  

3.7.2 Tuna Daksa 

Dari 7 deskripsi infrastruktur tingkat kebutuhan paling besar adalah urutan pertama 

yaitu fasilitas angkutan umum ramah disabilitas total  100 %. Kebutuhan kedua tertinggi 

sekolah dan kampus yang ramah disabilitas total 90,9 %.  Kebutuhan ketiga yaitu fasilitas 



Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)    Vol. 3, No. 1 Januari 2023, Hal. 25-37 

E-ISSN : 2808:1374 34 

pelayanan publik yang ramah disabilitas sebesar 78,9%. Pada bidang kesehatan hasil analisis 

persepsi menyatakan 63,2 % responden merasa bahwa dalam pelayanan vaksinasi COVID19 

saat ini telah diprioritaskan bagi penyandang disabilitas rungu. Respons terhadap Kebutuhan 

Rumah sakit khusus disabilitas di Kota Pekanbaru sangat diperlukan saat ini dengan total 95,4 

% responden. Peringkat kedua penyandang disabilitas menyatakan membutuhkan pelayanan 

rumah sakit milik pemerintah, seharusnya ada ruang pelayanan khusus disabilitas total 90,9 % 

dan juga kebutuhan Kartu khusus disabilitas dan pendataan akurat data kesehatan disabilitas 

sebesar 90,9%. Peringkat ketiga kebutuhan akan Perawat yang bersertifikat dan terapis khusus 

disabilitas sangat membantu dalam layanan kesehatan sebesar  86,4%. Hasil analisis persepsi 

menyatakan pada bidang ekonomi, kebutuhan terbesar adalah Permodalan usaha sangat 

membantu ekonomi keluarga disabilitas yaitu respons terbesar 94,70%. Peringkat kedua yaitu 

kebutuhan akan peran pemerintah terhadap permodalan usaha  sebesar total 84,2%. Peringkat 

ketiga adalah kebutuhan akan Pelatihan perencanaan bisnis dari pemerintah dan swasta dalam 

menjalankan usaha sebesar 78,9%. Pada bidang Pendidikan, hasil analisis persepsi 

menunjukkan sebesar 95,4% membutuhkan pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani 

anggota keluarganya yang disabilitas. Selanjutnya pada bidang keagamaan hasil analisis 

persepsi menunjukkan sebesar 90,9% menyatakan perlunya kegiatan yang diperkuat oleh 

penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas. 

3.7.3 Tuna Netra 

Dari 7 deskripsi infrastruktur tingkat kebutuhan paling besar adalah urutan pertama 

yaitu fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas sebesar total  85,6%. Dan kebutuhan 

kedua tertinggi adalah fasilitas angkutan umum ramah disabilitas sebesar total 84,6 %.  

Kebutuhan ketiga yaitu jalan, taman bermain khusus disabilitas sebesar 68,3%. Pada bidang 

kesehatan hasil analisis persepsi Respons terhadap Kebutuhan Rumah sakit khusus disabilitas 

di Kota Pekanbaru sangat diperlukan saat ini dengan persentase 92,3% responden menyatakan 

membutuhkan.  Sedangkan peringkat kedua sebesar 84,6% responden merasa bahwa dalam 

pelayanan vaksinasi COVID19 saat ini telah diprioritaskan bagi penyandang disabilitas rungu. 

Peringkat ketiga sebesar 79% membutuhkan Perawat bersertifikat dan terapis khusus 

disabilitas. Selanjutnya dalam bidang ekonomi kebutuhan terbesar adalah Peringkat pertama 

yaitu kebutuhan akan peran pemerintah terhadap permodalan usaha sebesar total 100%. 

Sedangkan peringkat kedua adalah Permodalan usaha sangat membantu ekonomi keluarga 

disabilitas yaitu respons terbesar 84,7%. Peringkat ketiga kebutuhan adalah kebutuhan akan 

Pelatihan perencanaan bisnis dari pemerintah dan swasta dalam menjalankan usaha sebesar 

77%. Hasil analisis persepsi menyatakan pada bidang pendidikan, kebutuhan perlu pengetahuan 

khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas terbesar 100%. 

Pada bidang agam hasil analisis persepsi menyatakan kegiatan keagamaan diperkuat oleh 

penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas.  

3.7.4 Tuna Wicara 

Dari 7 deskripsi infrastruktur tingkat kebutuhan paling besar adalah urutan pertama 

yaitu fasilitas angkutan umum ramah disabilitas dan jalan yang ramah disabilitas sebesar total 

100%.   Peringkat kedua adalah fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas sebesar total 

83,4%. Pada bidang kesehatan hasil analisis persepsi menyatakan responden merasa Kartu 

khusus disabilitas dan pendataan akurat data kesehatan disabilitas serta respons terhadap 

Kebutuhan Rumah sakit sebesar total 83,3%. khusus disabilitas di Kota Pekanbaru sangat 

diperlukan saat ini dengan persentase responden menyatakan membutuhkan. Peringkat kedua 

kebutuhan adalah kebutuhan akan Perawat bersertifikat dan terapis khusus disabilitas sebesar 

63,3%. Pada bidang ekonomi hasil analisis persepsi menyatakan, kebutuhan terbesar adalah 

Pihak perbankan memberikan keringanan dengan tidak meminta agunan ketika kaum disabilitas 

meminjam dana di bank sebesar 83,3%. Kebutuhan akan tenaga profesional keuangan yang 
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melakukan pendampingan usaha, sehingga tidak terjadi gagal penggembalian modal sebesar 

83,3%. Peringkat ketiga yaitu kebutuhan akan peran pemerintah terhadap permodalan usaha  

sebesar total 84,2%. Peringkat ketiga kebutuhan adalah kebutuhan akan Pelatihan perencanaan 

bisnis dari pemerintah dan swasta dalam menjalankan usaha sebesar 66,7 %. Hasil analisis 

persepsi menyatakan pada bidang pendidikan, kebutuhan perlu pengetahuan khusus tentang 

bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas terbesar 66,6 %. Pada bidang 

agama hasil analisis persepsi Sebagian besar menyatakan Kegiatan keagamaan diperkuat oleh 

penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas.  

Tingkat persepsi masyarakat berdasarkan kecamatan, yang sangat baik adalah di kecamatan 

binawidya dan marpoyan damai 

 

4. KESIMPULAN  

Dari hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan fasilitas 

yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penyandang disabilitas sudah ada 

namun belum maksimal. Hampir semua jenis disabilitas berharap adanya perhatian khusus 

pemerintah terhadap penyandang disabilitas terkait kebijakan dan fasilitas yang lebih baik dan 

lengkap dimasa yang akan dating. Kemudian kebutuhan tertinggi bidang Infrasturktur adalah 

fasilitas angkutan umum ramah disabilitas total 93%. responden dari segala jenis penyandang 

disabilitas sangat berharap/memerlukan adanya fasilitas pelayanan publik yang ramah terhadap 

penyandang disabilitas. Kebutuhan tertinggi bidang Kesehatan adalah Kebutuhan Rumah sakit 

khusus disabilitas di Kota Pekanbaru sangat diperlukan saat ini dengan persentase 95,4%, 

Kebutuhan tertinggi bidang Ekonomi adalah kebutuhan terbesar adalah Permodalan usaha 

sangat membantu ekonomi keluarga disabilitas yaitu respons terbesar 94,70%, Kebutuhan 

tertinggi bidang Pendidikan adalah kebutuhan perlu pengetahuan khusus tentang bagaimana 

menangani anggota keluarganya yang disabilitas terbesar 84,3%, Kebutuhan tertinggi bidang 

agama adalah kebutuhan penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas sebesar 78,9% 
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